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TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

bahwa penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah; ‘

bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas serta
konsistensi dan harmonisasi secara vertikal dan
horizontal antar jenis peraturan perundang-undangan
sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum perlu
didukung dengan perencanaan penyusunan rancangan
Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah -Kabupaten
Kendal; _

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :  Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran



yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA :  Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU
sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

KETIGA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah terkait;

2. Arsip.

,Sai‘mar)kesum dengan aslinya,
KEPA‘LA“BAGIAN HUKUM

: SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR"’F JAD. S.H.. M.H.
K Perﬁbma Tk I
SNIP-19700215 199003 1 006




LAMPIRAN :

NOMOR

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
: 29 Desember 2023

TANGGAL : 180/429/2023

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO JUDUL RANCANGAN PEMRAKARSA KETERANGAN
1. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dinas Perumahan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19| Rakyat dan Kawasan
Tahun 2018 tentang Penyerahan Permukiman
Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Kendal
Perumahan dan Permukiman di
Kabupaten Kendal
2. | Penjabaran Pertanggungjawaban Badan Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja | Keuangan dan Aset
Daerah Tahun Anggaran 2023 Daerah Kabupaten
Kendal
3. | Penjabaran Perubahan Anggaran Badan Pengelolaan
Pendapatan dan Belanja Daerah Keuangan dan Aset
Tahun Anggaran 2024 Daerah Kabupaten
Kendal
4. | Penjabaran Anggaran Pendapatan | Badan Pengelolaan
dan Belanja Daerah Tahun Keuangan dan Aset
Anggaran 2025 Daerah Kabupaten
Kendal
5. | Pedoman Penghapusan Piutang Badan Pengelolaan
Daerah Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Kendal
6. | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Kendal
7. | Pedoman Alih Media Arsip di Dinas Kearsipan dan
Lingkungan Pemerintah Kabupaten | Perpustakaan
Kendal Kabupaten Kendal
8. | Pedoman Pengelolaan Arsip Statis Dinas Kearsipan dan
di Kabupaten Kendal Perpustakaan
Kabupaten Kendal
9. | Pengorganisasian Kearsipan Dinas Kearsipan dan
Daerah di Lingkungan Pemerintah | Perpustakaan
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
10. | Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga | Dinas Kearsipan dan
di Lingkungan Pemerintah Perpustakaan
Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal
11. | Tataran Transportasi Lokal Dinas Perhubungan

Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal




12. | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | Rumah Sakit Umum
pada Rumah Sakit Umum Daerah | Daerah dr. H.
dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal | Soewondo Kabupaten
Kendal
13. | Remunerasi pada Rumah Sakit Rumah Sakit Umum
Umum Daerah dr. H. Soewondo Daerah dr. H.
Kabupaten Kendal Soewondo Kabupaten
Kendal
14. | Pengelolaan Bantuan Operasional Dinas Pendidikan dan
Sekolah Pendamping pada Jenjang | Kebudayaan
Sekolah Dasar dan Sekolah Kabupaten Kendal
Menengah Pertama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2024
15. | Perubahan Ketiga atas Peraturan Dinas Pendidikan dan
Bupati Kendal Nomor 40 Tahun Kebudayaan
2021 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Kendal
Penerimaan Peserta Didik Baru di
Kabupaten Kendal
16. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Badan Kesatuan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16| Bangsa dan Politik
Tahun 2021 tentang Fasilitasi Kabupaten Kendal
Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika
17. | Perubahan atas Peraturan Bupati Dinas Komunikasi dan
Kendal Nomor 35 Tahun 2021 Informatika Kabupaten
tentang Sistem Pemerintahan Kendal
Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal
18. | Peta Rencana Sistem Pemerintahan | Dinas Komunikasi dan
Berbasis Elektronik Kabupaten Informatika Kabupaten
Kendal Kendal
19. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dinas Komunikasi dan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor Informatika Kabupaten
11 Tahun 2023 tentang Kendal
Penyelenggaraan Kabupaten Kendal
Cerdas
20. | Penyelenggaraan Layanan Nomor Dinas Komunikasi dan
Tunggal Panggilan Darurat 112 Informatika Kabupaten
Kendal
21. | Struktur Organisasi dan Tata Kerja | Dinas Komunikasi dan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Informatika Kabupaten
Radio Swara Kendal Frekuensi Kendal
Modulasi
22. | Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Badan Perencanaan,
Tahun 2025 Penelitian, dan
Pengembangan
Kabupaten Kendal
23. | Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan,




Kabupaten Kendal Tahun 2025

Penelitian, dan
Pengembangan
Kabupaten Kendal

24. | Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan,
Pemerintah Daerah Tahun 2024 Penelitian, dan
Pengembangan
Kabupaten Kendal
25. | Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan,
Perangkat Daerah Kabupaten Penelitian, dan
Kendal Tahun 2024 Pengembangan
Kabupaten Kendal
26. | Pengelolaan Data dan Informasi Badan Perencanaan,
Geospasial Kabupaten Kendal Penelitian, dan
Pengembangan
Kabupaten Kendal
27. | Besaran Persentase Nilai Jual Objek | Badan Pendapatan
Pajak sebagai Dasar Pengenaan Daerah Kabupaten
Pajak Bumi dan Bangunan Kendal
Perdesaan dan Perkotaan
28. | Tata Cara Pemberian Keringanan, Badan Pendapatan
Pengurangan, Pembebasan, dan Daerah Kabupaten
Penundaan Pembayaran atas Pokok | Kendal
Pajak dan/atau Sanksi Pajak
29. | Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi | Badan Pendapatan
dan Bangunan Perdesaan dan Daerah Kabupaten
Perkotaan di Kabupaten Kendal Kendal
30. | Tata Cara Pemungutan Pajak Bea Badan Pendapatan
Perolehan Hak Atas Tanah dan Daerah Kabupaten
Bangunan (BPHTHB) di Kabupaten | Kendal
Kendal
31. | Tata Cara Pemungutan Pajak Badan Pendapatan
Barang Jasa Tertentu (PBJT) di Daerah Kabupaten
Kabupaten Kendal Kendal
32. | Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan) Badan Pendapatan
Tata Cara Pemungutan Reklame di | Daerah Kabupaten
Kabupaten Kendal Kendal
33. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dinas Penanaman
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 | Modal dan Pelayanan
Tahun 2023 tentang tentang Terpadu Satu Pintu
Pemberian Insentif dan/atau Kabupaten Kendal
Pemberian Kemudahan Investasi
34. | Penetapan dan Penegasan Batas Bagian Pemerintahan

Wilayah Kelurahan di Kecamatan
Kendal Kabupaten Kendal

Sekretariat Daerah
Kabupaten Kendal
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